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BAB VII 

MENGAPA PANCASILA MENJADI DASAR NILAI 
PENGEMBANGAN ILMU? 

 

Gambar VII.0 ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah 
bangsa Indonesia. (Sumber: careerminer.infomine.com) 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini mencapai 
kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang 
luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang 
melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. 
Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya 
dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak 
lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam 
pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kuntowijoyo dalam 
konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering 
mencampuradukkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan 
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seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. 
Kuntowijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-cumulative (tidak 
bertambah) karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke 
waktu. Adapun kemajuan itu bersifat cumulative (bertambah), artinya 
kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan 
kesenian termasuk dalam kategori non-cumulative, sedangkan fisika, 
teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori cumulative (Kuntowijoyo, 
2006: 4). Oleh karena itu, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang 
seringkali mengundang perdebatan. 

Relasi antara iptek dan nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan 
beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, iptek yang gayut dengan 
nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa 
didasarkan atas sikap human-religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari 
norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada 
kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human-religius. Hal ini terjadi 
karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-
hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. 
Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog 
di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan 
bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di 
pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk 
bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. 

Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu 
terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat 
berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di 
Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi 
kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, 
diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah 
timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena 
kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan 
agama, jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua 
ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu 
objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan 
agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan 
realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab 



195 
 

BAB VII 

MENGAPA PANCASILA MENJADI DASAR NILAI 
PENGEMBANGAN ILMU? 

 

Gambar VII.0 ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah 
bangsa Indonesia. (Sumber: careerminer.infomine.com) 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini mencapai 
kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang 
luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang 
melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. 
Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya 
dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak 
lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam 
pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kuntowijoyo dalam 
konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering 
mencampuradukkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan 

196 
 

seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. 
Kuntowijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-cumulative (tidak 
bertambah) karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke 
waktu. Adapun kemajuan itu bersifat cumulative (bertambah), artinya 
kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan 
kesenian termasuk dalam kategori non-cumulative, sedangkan fisika, 
teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori cumulative (Kuntowijoyo, 
2006: 4). Oleh karena itu, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang 
seringkali mengundang perdebatan. 

Relasi antara iptek dan nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan 
beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, iptek yang gayut dengan 
nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa 
didasarkan atas sikap human-religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari 
norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada 
kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human-religius. Hal ini terjadi 
karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-
hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. 
Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog 
di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan 
bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di 
pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk 
bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. 

Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu 
terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat 
berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di 
Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi 
kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, 
diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah 
timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena 
kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan 
agama, jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua 
ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu 
objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan 
agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan 
realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab 



197 
 

iptek yang berkembang di ruang hampa nilai, justru akan menjadi bumerang 
yang membahayakan aspek kemanusiaan.   

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya 
dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa 
Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh 
karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah 
di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan 
ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan 
sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa 
Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama 
dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak 
berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu 
berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. 

Bertitik tolak dari asumsi di atas, maka das Sollen ideologi Pancasila berperan 
sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para 
Ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa 
mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia 
sendiri. 

Kompetensi Dasar: 

Bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan 
budaya; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada 
prinsip musyawarah dan mufakat; merumuskan Pancasila sebagai karakter 
keilmuan Indonesia; merumuskan konsep karakter keilmuan berdasar 
Pancasila; menciptakan model pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang 
Pancasilais. 

A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu 
pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, 
bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-
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nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, 
bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi 
pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar 
tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, 
bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi 
bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi 
ilmu (mempribumian ilmu). 

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu 
sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-
beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri 
berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan 
adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. 

Pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus 
menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan 
bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai 
Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, 
artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap 
layak untuk dilibatkan. 

Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu 
normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main 
yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. 
Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam 
perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus 
berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar 
tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. 

Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek 
harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai 
proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya 
sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu 
yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih 
rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-
nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan 
ilmiah yang diambil. 
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2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di 
sekitar kita ibarat pisau bermata dua, di satu sisi iptek memberikan 
kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan 
yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan 
peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom 
yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. 
Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi 
menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan 
menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik 
individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama 
umat manusia. 

Gambar VII.1: Dampak bom atom di Hiroshima menimbulkan korban dan kesengsaraan. 
Sumber: http://ilmupengetahuandanisinya.blogspot.com/2010_12_01_archive.html 

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke 
dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang 
dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek 
menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. 
Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa 
Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak 
sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan 
kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang 
membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh 
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karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam 
pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang 
didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-
nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong 
royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, 
diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh 
nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa 
Indonesia. 

Anda dipersilakan untuk menelusuri pengaruh pengembangan iptek yang 
tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 
Anda diharapkan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda hal tersebut 
dan mengajukan tawaran solusi bagi pengembangan iptek yang sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian melaporkannya secara tertulis. 

 

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai 
Pengembangan Ilmu 

Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa tidak ada satu pun bangsa di dunia ini 
yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek, meskipun kadarnya tentu 
saja berbeda-beda. Kalaupun ada segelintir masyarakat di daerah-daerah 
pedalaman di Indonesia yang masih bertahan dengan cara hidup primitif, asli, 
belum terkontaminasi oleh kemajuan iptek, maka hal itu sangat terbatas dan 
tinggal menunggu waktunya saja. Hal ini berarti bahwa ancaman yang 
ditimbulkan oleh pengembangan iptek yang terlepas dari nilai-nilai 
spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan 
merupakan gejala yang merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat 
Indonesia. 

Oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai 
pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal 
sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, 
baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang 
serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di 
Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi 
canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan 
berlarut-larut, maka generasi yang akan datang, menerima resiko kehidupan 
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Gambar VII.1: Dampak bom atom di Hiroshima menimbulkan korban dan kesengsaraan. 
Sumber: http://ilmupengetahuandanisinya.blogspot.com/2010_12_01_archive.html 
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yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya 
bencana, seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. 

Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek 
dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek 
yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang 
cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-
nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia 
yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini 
sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, 
pragmatis, bahkan cenderung sekuler.  

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai 
daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: budaya gotong 
royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan 
hanya menjadi free rider di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan gaya 
hidup bermewah-mewah, konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan 
semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat digantikan dengan 
voting, dan seterusnya. 

 
Gambar VII.2: Free rider, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui 
pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta apai yang tidak membeli tiket tetapi 

menikmati manfaat transportasi tersebut  
(Sumber: http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atas-

roda.html) 

202 
 

Anda dipersilakan untuk menanya alasan tentang faktor-faktor penyebab 
memudarnya nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, solidaritas, kinerja 
dan produktivitas yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek.  

Silakan diskusikan dalam kelompok Anda nilai-nilai kearifan lokal apa saja 
yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda dalam 
perkembangan iptek, kemudian melaporkannya secara tertulis. 

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila 
sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia 

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di 
Indonesia 

Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia 
dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 
berbunyi: 

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 
kepada  Ketuhanan Yang Maha Esa, … dan seterusnya”. 

Kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengacu pada pengembangan iptek 
melalui pendidikan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan 
mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai sipiritualitas, 
kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan 
pencederaan terhadap amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. 

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada 
awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para 
pendiri negara yang juga termasuk cerdik cendekia atau intelektual bangsa 
Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk 
membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang 
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